PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA

Menimbang

Mengingat

JAMINAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

a. bahwa keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

1.

Daerah Kabupaten Jembrana yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun
2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana
Nomor 7) perlu didukung oleh dana yang tegas kedudukan
dan jelas sumbernya, yang sampai saat sekarang belum
dapat dipenubhi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor
7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jembrana;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);



2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL DAERAH KABUPATEN JEMBRANA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah Kabupaten
Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Tugas pokok dan fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Daerah

Kabupaten Jembrana dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan
Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana.



Pasal 3
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 31 Desember 2010

PENJABAT BUPATI JEMBRANA,

| GUSTI MADE SUNENDRA
Diundangkan di Negara
pada tanggal 31 Desember 2010.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA ,

| GDE SUINAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2010 NOMOR 7.



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

| . PENJELASAN UMUM.

Memperhatikan hasil pemeriksaan Perwakilan BPK RI Denpasar, yaitu agar
ada ketegasan kedudukan dan kejelasan sumber dana Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Daerah Kabupaten Jembrana yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2006 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jembrana Nomor 7), yang sampai sekarang belum dapat dipenuhi,
maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah
Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten
Jembrana Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jembrana Nomor 7).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 7.



	BUPATI JEMBRANA, 

